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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 28/PERMENTAN/KP.350/5/2016      

TENTANG 

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL  

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil 

Pertanian dan Angka Kreditnya telah ditetapkan jabatan 

fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; 

  b. bahwa berdasarkan ketemtuan Pasal 30 huruf a Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka 

Kreditnya mengatur syarat kenaikan jabatan Analis Pasar 

Hasil Pertanian melalui uji kompetensi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan 

Menteri Pertanian tentang Pedoman Uji Kompetensi 

Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia  

Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5121); 

3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang  

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan 

Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang  Rumpun Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

5. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala        

Badan Kepegawaian Negara  Nomor 

59/Permentan/OT.140/9/2012 dan Nomor 10 Tahun 

2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis 

Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 967); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka 

Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan 

Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka 

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 863); 

7. Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 

49/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil 

Pertanian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 785); 

8. Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pertanian  (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI 

KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL 

PERTANIAN. 

 

Pasal 1 

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Pasar 

Hasil Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Analis Pasar 

Hasil Pertanian merupakan panduan dalam melaksanakan uji 

kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih 

tinggi. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  31 Mei 2016 

 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

AMRAN SULAIMAN 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Juli 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2016, No.1002 
-5- 

LAMPIRAN   

PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   

28/Permentan/KP.350/5/2016 

TENTANG 

PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT 

FUNGSIONAL  

ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan layanan informasi pasar hasil pertanian berperan penting 

pada proses pengambilan keputusan dalam kerangka pemantauan, 

pengendalian dan stabilisasi harga baik ditingkat produsen, grosir 

maupun eceran. Ketersediaan data harga produk pertanian harus data 

terkini, akurat dan kredibel khususnya produk yang bernilai strategis 

agar pemerintah dapat memfasilitasi pasar sehingga memberikan manfaat 

bagi produsen dan konsumen.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya, 

disebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme 

Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) yang akan naik jenjang jabatan 

setingkat lebih tinggi. Uji kompetensi dibutuhkan dalam rangka 

melakukan pengukuran terhadap kemampuan dan kompetensi pejabat 

fungsional APHP sebelum menduduki jenjang jabatan setingkat lebih 

tinggi.  

Pelaksanaan uji kompetensi harus dilakukan dengan mengacu kaidah 

transparansi dan kredibel sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu disusun Peraturan Menteri 

Pertanian yang akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan uji 

kompetensi untuk APHP. 
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